SALINAN

FEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang © a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 214
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Ozarah, peru ditetapkan Peraturan  Daerah  Kabupaten
MOTILNG Ertarg ferasar s LasE
5 SEPEE LUK Tagkssraan maaud pade hurdf 20 glas. CEOL
WUKomuro %,
Mzngingat  : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentuxan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republi Indonesia
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
No-mor 4266),

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-unda‘ng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4388);

4. Uhdang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3852);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan ==
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 202

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepuC
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemca7s
Negara Nomor 4578 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomot

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
1
KERJASAMA DESA.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan .

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko,

Bupali adalah Bupali Mukomuko;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Mukomuko;,
Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
serwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seten
cerdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
s siem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

czmernianan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintar
Desa can Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

ann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

)

setempal diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa

Pemerintah Desa adalah Kepaia Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan desa;

Kerjasama Desa adalah sualu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal

antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan
kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau

desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama,
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(1) DOesa dapat mengadakan Kkerjasama ania desa yang dilakukan sesual
kewenangannya uniuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama
yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan

kepada Bupati melalui Camat.

(2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam
peraturan berrsama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada
Bupati melalui Camat.

(3) Untuk pelaksanaan kerjasama éebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat

(3) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
BAB lli
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

2 Desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
Desa dengan desa, lain Kecamatan ;

c  Desa dengan pihak ketiga.

2) Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat

persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV
BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan'dan kemasyarakatan.
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Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

RiA~n~n~ CaonnAka ~ r 1 v ! ) o’
a. Bidang Peningkalan Perekonomian Masyarakal Desa;

b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan,
¢. Bidang Kesshalan;

d. Bidang Sosial Budaya,

e Bidang Ketentraman dan Ketertiban;

f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.
BABV
TATA CARA KERJASAMA
Pasal §

Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawaran dgsa

¢engan Badan Permusyawaratan Desa antara lain

o «

dang kerjasama;

Jangxa waklu kerjasama ;

« ¢an kewajiban dalam kerjasama,

(e8]

s Blaya pelaksanaan kerjasama.
Hasll musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama
gengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati

dan ditelapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pasal 6
Unluk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk
Badan Kerjasama.

Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang

mengadakan Kerjasama.

Badan Kerjasama beriugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.
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Pasal 7
Badan kerjasama sebagaimana dima}<sud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk

Sehretarial.

Sckretarial sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan

Administrasi Badan Kerjasama.

Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB Vil
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

'f 4 Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama
Q%f sebagaimana dimaksud Paual 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan
i «erjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah
mendapat persetuj'uan BPD masing-masing.

’§‘ <eo.tusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan
; s03¢3 Bupali melalui Camat.

:

: BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan

kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggugjawabkan oleh masing-

masing Kepala Desa.

1 Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan
peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan Kkeuangan

dipertanggungjawabkan masing-masing.

»
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(3) Dalam hal dibentuk Bacan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan,
dipertanggungjawabkan olen Badan Kerjasama kepaca Kepala Desa masing-
masing dan pihak ketiga.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan
secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari
unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasai11

1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan

diselesaikan oleh Carnat dan bersifat final.

Pasal 12

erselishan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamata difasilitasi

¢an diselesaikan oleh Camat.

2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda

dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

 (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke
pengadilan.
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BAB X
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

G

Pagal 13

Peran BPD dalam Kerjasama Desa :

d. Memberikan pendapat dan pemmbangan kepada Pemerintah Desa terh

adap
rencana kerjasama desa:

b. Mengagakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
(1) Dengan berlakunya Perat uran Daerah ini, maka semua P

Sk
§ ,{4:
& .‘j't'

=
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eraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaky.

et

<) Halnal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini s
-eiaKksanaannya, akan diatur lebih lanjut

-eLulusan Bupati Mukomuko.,

sepanjang mengenai

dengan Peraturan Bupati dan ata

Bqudga. W et

U
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Pasal 15

sluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

AJar seliap orang dapat mengstahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Oaerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Disahkan di  Mukomuko
padatanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,
TTD.

ICHWAN YUNUS
Dundangkan di Mukomuko

Py &Tq\n""g'? 28 Desember 2008
éKRE'ﬁ‘ARf%fU E
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\ Drs. MJAéDI DJIDIN
R cmbina Utanda Muda NIP, 160020278

KEAN. DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2008 NOMOR 10 SER|* D"
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